PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 4 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah serta Pasal
107 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Karawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita
Negara Tahun 1950),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesis Nomor
2851);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Nomor 4048);
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4. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3882);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4457)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor
4674);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4139) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor
4736);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;

12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2000 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan

BUPATI KARAWANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KARAWANG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Karawang;

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah;

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD
adalah DPRD Kabupaten Karawang;

d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;

e. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil di wilayah Kabupaten Karawang;

f. Penduduk adalah Setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun
Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah
Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

g. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-
orang bangsa indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan
dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;

h. Penduduk Orang Asing adalah orang asing yang telah menetap dalam
wilayah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Peraturan
Perundang-undangan;
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I. Pendaftaran penduduk adalah perencanaan biodata penduduk, pencatatan
atas pelaporan  peristiwva kependudukan rentan  administrasi
kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu
identitas atau surat keterangan kependudukan;

J.  Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti
autentik yang dihasilkan dari pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil;

k. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang
terstruktur dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

I.  Peristiwva Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh penduduk
yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau
perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat
keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan
alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

m. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya di singkat NIK, adalah Nomor
Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat
pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;

n. Kartu keluarga, yang disingkat KK adalah Kartu Identitas keluarga yang
memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta
identitas anggota keluarga;

0. Kartu Tanda Penduduk, yang disingkat KTP adalah identitas resmi
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana
yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

p. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang
meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,
pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama
dan perubahan status kewarganegaraan;

g. lzin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang
Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

r. lzin Tinggal Tetap adalah ijin tinggal yang diberikan pada Orang Asing
untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

s. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan
tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan  peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian
Data kependudukan di desa/kelurahan;

t. Retribusi Jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi;
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u. Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di
Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi
atas pemberian layanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, serta denda administratif bagi penduduk yang terlambat
melaporkan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil kepada instansi
pelaksana;

v. Denda administratif adalah sanksi administratif yang diberikan kepada
penduduk yang terlambat melaporkan peristiva kependudukan dan
pencatatan sipil kepada Instansi Pelaksana;

w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
terutang ;

X. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terhutang;

z. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi
berupa denda.

BAB |1
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil di Kabupaten Karawang dipungut retribusi atas pemberian pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta denda administratif bagi
penduduk yang terlambat melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa
penting.

Pasal 3

(1) Obyek retribusi adalah pemberian pelayanan pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil serta denda administratif bagi penduduk yang
terlambat melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
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